
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GrORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

T E N T A N G 

TATA CAI iA P E M B E R I A N KERINGANAN, PENGURANGAN, P E M B E B A S A N , 

]=»ENUNDAAN DAN I N S E N T I F F I S K / h ATAS P A J A K DAN 

R E T R I B U S I D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang 

^/Iengingat 

- JKJM 

bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 110 dan 

Pasa l 111 ayat (1), Pe ra turan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 

T a h u n 2024 tentang Pajak dan Retr ibus i , perlu menetapkan 

Pera turan Wal i Kota tentang T a t a Cara Pemberian 

Ker inganan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan dan 

Insent i f F i s k a l Atas Pajak D a n Retr ibusi Daerah. 

1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dassar Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulaweid 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, t ambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentanj^ Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penj^ganti Undang-Undang Nomor B 

T a h u n 2022 tentang Cipta Ker ja menjadi Undang-Undang 

ERANGAAT 

S
P
K
 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, 

Menimbang 

Mengingat 

PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 

Pasal 111 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian 

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan dan 

Insentif Fiskal Atas Pajak Dan Retribusi Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, tambahan Lembaran Negara 8 

Indonesia Nomor 1822), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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; 
• 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 20 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran NegEira Republjik 

Indonesia Nomor 6856) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang Hubungsin 

Keuangan An ta ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah4n 

Daerah (Lembaran Negara Republils; Indonesia 

T a h u n 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negai-a 

Republ ik Indonesia Nomor 6757) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 T a h u n :2023 tentang 

Ketentuan U m u m Pajak Daerah dan Retr ibusi Dae rah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 

Nomor 85 , Tambaihan Lembaran Negara R e p u b l k 

Indonesia Nomor 6881) ; 

6. Pera turan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 T a h u n 2024 

tentang Pajak dan Retr ibus i (Lembaran Daerah K o i a 

Gorontalo T a h u n 2024 Nomor 1, T a m b a h a n Lembarqn 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 226). 

M E M U T U S K A N : 

Idenetapkan : P E R A T U R A N W A L I K O T A T E ^ ^ T A N G T A T A CARA. P E M B E R I A W 

K E R I N G A N A N , P E N G U R A N G A N , P E M B E B A S A N , P E N U N D A A ^ ^ 

D A N I N S E N T I F F I S K A L A T A S P A J A K D A N R E T R I B U S I 

D A E R A H . 

B A B 1 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

D a l a m Peraturan Wal i Kota in i , yang d imaksud dengan: 

].. Perangkat Daerah Pemungut Pajak ada lah Perangkat Daerah yarjg 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan d ibidang pendapatan. 

2. Perangkat Daerah Pemungut Retr ibus i a.dalah Perangkat Daerah yarjg 

member ikan pe layanan dan m e l a k u k a n pemungutan Retr ibus i . 

3. Pejabat t idalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan da)n 

retr ibusi daerah sesua i ketentuan Perundang-undangan yang ber laku. 

PERANGKAT 

DRERAH 

KABAG 

HUKUM 

ASISTEN 

SEKDA 

Menetapkan : 

-2- 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

3 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 

Indonesia Nomor 6881): 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 226). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN 

DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

L. Perangkat Daerah Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan. 

2. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang 

memberikan pelayanan dan melakukan pernungutan Retribusi. 

3. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan 

retribusi daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
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4. Pajak ada lah kontr ibus i wajib kepada Dsierah yang terutang oleh orang 

pribadi a t au badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan r idak mendapatkan imba lan secara. langsung dan d igunakan u n t i ik 

keperlusin Daerah bagi sebesar-besarnya k e m a k m u r a n rakyat . 

5. Subjek Pajak ada lah orang pribadi a t au badan yang dapat dil<:enai Pajak. 

6. Wajib Pajak ada lah orang pribadi a t au badan, meliputi pernbayar pajak, 

pemotorig pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya i h a k dein 

kewajibsin perpajakan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undang£in perpajakan daerah. 

7. B a d a n adalah sekumpu lan orang dan/a tau modal yanj^ merupakEin 

kesatua j i , ba ik yang me l akukan u s a h a m a u p u n yang t idsk melakukgin 

u s a h a yang mel iputi perseroan terbatas, pierseroan komanditer, perseroEin 

la innya , badan u s a h a mi l ik negara, badan u s a h a mi l ik daerah, bads i n 

u s a h a mi l ik desa, dengan n a m a dan da lam bentuk apa pun , l i rma, kongsi, 

koperasi , dana pens iun, persekutuan, pe rkumpulan , yayasan , organisasi 

massa , organisasi sos ia l politik, a t au oigsmisasi la innya , lembaga dhn 

bentuk badan l a innya t e rmasuk kontrafe: investasi kolekti f dan bentuk 

u s a h a tc;tap. 

S. T a h u n F'ajak ada lah j angka w a k t u yang l amanya 1 (satu) t a h u n kalender, 

kecua l i apabi la Wajib Pajak menggunakan t a h u n b u k u yang t idak s a m a 

dengan i:ahun kalender. 

9. Sura t Ketetapan Pajak Daerah, yang se lanjutnya disingkat S K P D , adak ih 

Sura t Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya j u m l a h pokok paji ik 

yang terutang. 

10. Sura t Pember i tahuan Pajak Terutang, yang se lan jutnya disingkat SPPF , 

ada lah sura t yang d igunakan u n t u k member i tahukan besj i rnya P B B - P 2 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 

l l . S u r a t Ketetapan Pajak Daerah K u r a n g Beyar , yang se lan ju lnya d i s ingk i t 

S K P D K B , ada lah sura t ketetapan pajak yang menentukan besarnya j u m l a h 

pokok pajak, j u m l a h kredit pajak, j u m l a h kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya s a n k s i administrat i f dan j u m l a h pajak yang; mas ih h a n i s 

dibayar. 

12. Su ra t K(itetapan Pajsik Daerah Kursmg Baj^ar Tambahan , yang se lan jutnya 

disingkat S K P D K B T , ada lah sura t ketetapan pajak yang menentukan 

tambah£m atas j u m l a h pajak yang telah ditetapkan. 

PERANGKAT 

DAERAH 

HUKUM 

ASISSTEM 

10. 

11: 

- Wb 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pernbayar pajak, 

pemotorg pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan 

usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKE, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
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13. Sura t Tag ihan Pajak Daerah, yang se lan jutnya disingkat S T P D , ada lah 

sura t u n t u k me l akukan tagihan pajaik dan/atau s a n k s i admin is t ras i 

berupa tmnga dan/a tau denda. 

14. Sura t Koputusan Keberatan adalah sura t keputusan atas keberatan 

terhadaf) Su ra t Pember i tahuan Pajak Terutang, Sura t Ketetapan Pajek 

Daerah , Sura t Ketetapan Pajak Daereih K u r a n g Bayar , Suirat Ketetapan 

Pajak Daerah K u r a n g Baya r Tambahan , Sura t Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil , Sura t Ketetapan Pajak Daeraih Lebih B a y a r a t au terhadap 

pemotongan a tau pemungutan oleh p ihak ketiga yang d ia jukan oleh Waj b 

Pajak. 

15. P u t u s a n Band ing ada lah pu tusan badan peradi lan pajak atas banding 

terhadaj) Sura t Keputusan Keberatan yang d ia jukan oleh Waj:ib Pajak. 

16. Subjek Retr ibus i ada lah orang pribadi a t au badan yang 

menggunakan/menikmat i pe layanan barang, j a s a , dan/atau ]Derizinan. 

17. Wajib Rtdr ibusi ada lah orang pribadi a t au badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwaj ibkan u n t u k me l akukan pembayairan retr ibus i , 

t e rmasuk pemungut a t au pemotong retr ibus i tertentu. 

18. Masa Retr ibus i ada lah s u a t u j angka w a k t u tertentu yang merupakan bats is 

w a k t u bagi Wajib Retr ibus i u n t u k memanfaatkan j a s a dan per i z insn 

tertentu dar i Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

19. Sura t Ketetapan Retr ibus i Daerah ada lah yang se lan jutnya di s ingkat 

S K R D ada lah sura t ketetapan yang menentukan besarnya j u m l a h retr ibus i 

yang terutang. 

20 . Sura t Tfigihan Retr ibus i Daerah yang se lanjutnya disingkat S T R D ada lah 

sura t u n t u k m e l a k u k a n tagihan retribusi dan/a tau sanks i admin is t ras i 

berupa t iunga dan/a tau denda. 

2 1 . Kemampiuan membayar ada lah kemaimpuan membayar waj ih pajak yang 

d ika i tkan dengan has i l kegiatan yang menjadi Objek Pajak terutang d a l a n 

laporan keuangan. 

22 . Kegiatan n i r l aba ada lah kegiatan yang ber tu juan t idak u n t u k mencar i 

keuntungan. 

23 . Bencana ada lah per ist iwa a tau rangka ian perist iwa yang mengancam den 

mengganggu keh idupan dan penghidupan masya raka t yang d isebabksn 

ba ik oleli faktor a l am dan/atau faktor non a l am m a u p u n faktor m a n u s i a 

sehinggei mengakibatkan t imbulnya kor l jan j i w a manus i a , k e r u s a k a n 

l ingkungan, kerug ian ha r ta benda dan deuripak psikologis. 

-4- 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daera 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh ai 

Pajak. | 

15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas sela, 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. | 

16.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. | 

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizin 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. | 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat 

SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 

yang teritang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adal 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

21. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang 

dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi Objek Pajak terutang dal 

laporan keuangan. 

22. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk men | 

keuntungan. 

23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam d 

/ mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 
PERANGKAT 

DAERAH 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 
MUNKUK 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
ASISTEN 

mu lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 
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24. Mendukung program pemerintah ada lah kegiatan yang menjadi Obj(;k 

Pajak sesua i dengan kegiatan pemerintah yang di tetapkan da lam dokumen 

perencaj iaan daerah/pusat . 

25 . Wajib Psijak orang pribadi dengan s ta tus t idak m a m p u ada lah wajib pajfik 

yang te rcantum da lam Da ta Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) a t au 

wajib pajak yang d iber ikan sura t keterangan ekonomi lemah dar i 

pemerintah setempat. 

26 . Usaiha ba ru ada lah kegiatan u s a h a a tau cabang kegiatan us£iha yang ba ru 

d id i r ikan dan ba ru beroperasi. 

27 . Pemohon ada lah wajib pajak a tau k u a s a wajib pajak. 

28 . Ins tans i terkait ada lah ins tans i yang bertanggung j awab terhsidap peristiv^a 

bencana yang terjadi di w i layah Kota Gorontalo. 

29 . Daerah ada lah Kota Gorontalo 

30. Pemerin tah Daerah ada lah Wal i Kota sebagai u n s u r penyelenggara 

pemerin tahan Daerah yemg memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3 1 . Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

Pasa l 2 

IVIaksud d ibentuknya Pera turan Wal i Kota in i gidalah: 

a . member ikan kepast ian h u k u m terhadap masyaraka t sebagai Wajib Pajak 

yang mengajukan permohonan ker inganan, pengurangan, pembebasan 

dan penundaan pembayaran Pajak dan Retr ibus i di Daerah . 

b. u n t u k mendukung kebi jakan pemerintah da lam pemberian insenti f fiskal 

bagi pek iku u s a h a di daerah. 

Pasa l 3 

T u j u a n pembentukan Pera turan Wal i Kota in i ada lah : 

a . wajib pajak dan wajib retr ibusi d iber ikan l i ak atas pemberian ker inganan, 

pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pajak d£n 

retr ibusi yang d i tentukan berdasarkan kr i ter ia sesua i dengan kondis i waj h 

pajak dan wajib retr ibusi ; 

b. pe laku u s a h a mendapatkan kemudahan dsJam berinvestasi di daerah; d a i 

PERANGKAT 

DMERAH 

HUKUM 

ASISTEN 

SEXDA, 

b
e
a
 

24. 

25. 

31. 
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Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi Objek 

Pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan daerah/pusat. 

Wajib Pajak orang pribadi dengan status tidak mampu adalah wajib pajak 

yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau 

wajib pajak yang diberikan surat keterangan ekonomi lemah dari 

pemerintah setempat. 

. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru 

didirikan dan baru beroperasi. 

. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak. 

. Instansi terkait adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 

bencana yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo. 

. Daerah adalah Kota Gorontalo 

.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. | 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. 

b. 

member:kan kepastian hukum terhadap nasyarakat sebagai Wajib Pajak 

yang mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan 

dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi di Daerah. 

untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif fiskal 

bagi pelaku usaha di daerah. 

Pasal 3 

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. 

b. 

wajib pajak dan wajib retribusi diberikan hak atas pemberian keringanan, 

pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pajak dan 

retribusi yang ditentukan berdasarkan kriteria sesuai dengan kondisi wajib 

pajak dan wajib retribusi, 

pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di daerah, dan
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c. proses pengajuan permohonan ker inganan , pengurangan, pembebasan da n 

penundaian pembayaran pajak dan retr ibus i dapat di laikukan lebih cepat, 

tepat dan te rukur . 

Pasa l 4 

R u a n g l ingkup Pera turan Wal i Kota in i mel iputi : 

a . pemberii in ker inganan, pengurangan, pembebasan dan penundaan paj^k 

dan retr ibus i daerah; 

b. pemberii in insent i f f iskal a tas pajak dan ret r ibus i ; dan 

c. kemudaJian perpajakan. 

B A B I I 

TATA CARA P E M B E R I A N KERINGANAN, PENG URANGAN, PEMBl i lBASAN DA^ 

PENUNDAAN P A J A K DAN R E T i R I B U S l D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 5 

(1) J e n i s Pajeik yang dipungut berdasarkan penetapam Wal i kota terdiri a tas : 

a . P B B - P 2 ; 

b. Pajeik Reklame; 

c. PAT; 

d. Opsen P K B ; dan 

e. Opseo B B N K B . 

(2) J e n i s Pajaik yamg dipungut berdasarkan penghitungan sendir i oleh Waj^b 

Pajak terdiri a tas : 

a . BPHT]3; 

b. P B J T atas: 

1. Niakanan dan/ a tau M inuman ; 

2. Tenaga L is t r ik ; 

3. J a s a perhotelan; 

4. J a s a Park i r ; dan 

5. J asa Kesen ian dan H iburan . 

c. Pajaik M B L B ; dan 

PERANGKAT 
DMERAH 

HUKUM 
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C. proses pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pernbebasan d 

penundaan pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan lebih cepat, 

tepat dan terukur. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: 

a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak 

dan retribusi daerah: 

b. pemberian insentif fiskal atas pajak dan retribusi, dan 

Cc. kemudahan perpajakan. 

BAB II 

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN 

PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali kota terdiri atas: 

a. PBB-F2: 

b. Pajak Reklame, 

&. PAT: 

d. Opsen PKB, dan 

e. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib 

Pajak terdiri atas: 

a. BPHTB, 

b. PBJT atas: 

1. Makanan dan/atau Minuman, 

2. Tenaga Listrik, 

3. Jasa perhotelan, 

4. Jasa Parkir, dan 

5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

c. Pajak MBLB, dan
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d. Pajak Sarang B u r u n g Walet. 

Pasa l 6 

J e n i s Retr ibus i terdir i a tas : 

a. Retr ibus i J a s a U m u m ; 

b. Retr ibui i i J a s a U s a h a ; dan 

c. Retr ibus i Per iz inan Tertentu. 

Pasa l 7 

(1) J e n i s pelayanan yang merupakan chjek Retr ibusi J a s a Umu|m 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 h u r u f a mel iputi : 

a . pe layanan kesehatan; 

b. pe layanan kebers ihan; 

c. pe layanan park i r di tepi j a l a n u m u m ; dan 

d. pe layanan pasar . 

(2) J e n i s pe layanan yang merupakan objek Retr ibus i J a s a Usahg^ sebagaimartia 

d imaksud da lam Pasa l 6 h u r u f b mel iputi : 

a . penyediaan tempat kegiatan u s a h a benapa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempiat kegiatan u s a h a la innya ; 

b. penyediaan tempat pelelangan i kan , ternak, has i l bumi , dan has i l 

h u t a n t e rmasuk fasi l i tas l a innya da lam l ingkungan tempat pelelangan 

c. penyediaan tempat k h u s u s park i r di luar badan j a l a n ; 

d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vi l la; 

e. pelaj'^anan r u m a h pemotongan hewan t(;rnak; 

f. pe layanan j a s a kepe labuhanan; 

g. pelaj'^anan tempat rekreas i , par iwisata , dan olahraga; 

h . penjualan has i l produks i u s a h a Pemeri j i tah Daerah; dan 

i . pemanfaatan aset Daerah yang t idak menggangu penyelenggaradn 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/a tau optimalisaisi 

aset Daerah dengan t idak mengubah st a tus kepemi l ikan sesua i denggn 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) J e n i s pe layanan yang merupakan objek Retr ibus i Per iz inan Ter tentu 

sebagairaana d imaksud da lam Pasa l 6 h u r u f c meliputi : 

a . persetujuan bangunan gedung; dan 

b. penggunaan tenaga ker ja asing. 

PERANGKAT 

DAERAH 
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d. Pajak Sarang Burung Walet. 

Pasal 6 

Jenis Retribusi terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum: 

b. Retribusi Jasa Usaha: dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasal 7 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: 

a. 

hb. 

£. 

d. 

pelayanan kesehatan, 

pelayanan kebersihan, 

pelavanan parkir di tepi jalan umum, dan 

pelavanan pasar. 

I2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: 

(3) 

a. 

-
—
 

»
 

gg
 

pp
i.
 

. 

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempat kegiatan usaha lainnya, 

penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil 

hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, 

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, 

penyediaan tempat penginapan / pesangrahan / villa, 

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, 

pelayanan jasa kepelabuhanan, 

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan 

pemanfaatan aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 

aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: 

a. 

b. 

persetujuan bangunan gedung, dan 

penggunaan tenaga kerja asing.
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Pasa l 8 

(1) Wal i Kota dapat member ikan ker inganan, pengurangan, pembebasan 

dan/a tau penundaan pembayaran atas pokok dan/a tau s a r k s i Pajak dan 

Retribusii. 

(2) Pemberian ker inganan, pengurangan, pembebasan dan p e n u n d a i n 

pembayi iran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan 

memperhat ikan kondis i Wajib Pajak a t au Wajib Retr ibus i dsm/atau Obj^k 

Pajak a tau Objek Retr ibus i . 

(3) Kondis i wajib pajak a t au wajib retr ibusi yang dapat d iber ikan keringanaf i , 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi : 

a . Wajib pajak dan retr ibus i t idak memi l ik i k emampuan secara ekonomjis 

yang d ibukt ikan dengan Laporan Keuangan a tau bukt i l a innya yang 

dapat d ipersamakan a t au operasional. kegiatan t idak mendatangki in 

laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retr ibusi ; 

b. Wajib pajak dan retr ibus i t idak mempunya i ha r ta kekayaem lagi; dan 

c. Wajib pajak dan retr ibusi dinyataksm pailit berdasarkan pu tusan 

pengadilan, dan setelah d i l akukan penjualan har ta , hiasilnya tidfik 

mencukup i u n t u k me lunas i p iutang pajak dan retr ibusi . 

(4) Kondis i Objek Pajak a t au objek retr ibusi yang dapat diberikgji 

ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, 

mel iputi : 

a . Objek Pajak dan retr ibusi terkena bencana a lam seperti gempa bumi , 

t sunami , gunung Meletus, banjir, keki jr ingan, angin topan dan tansih 

longsor; 

b. Objek Pajak dan retr ibusi terkena bencana non a lam mempakg j i 

bencana nas iona l yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti v i rus 

pand emic yang menyerang manus i a ; 

c. sebab tertentu yang luar b iasa l a innya seperti k ebakaran dan 

wab£ih; 

d. Keb i jakan Pemerintah Daerah dalam rangka s t imu lus ekonoini 

a t aupun sebab kena ikan penyesuaian n i la i Pajak dan Retr ibus i ; 

dan/a tau 

e. Kebi jakan Pemerintah Daerah yang dibjtapkan dengan Ke;putusan Wfili 

Kota. 

P
r
,
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Pasal 8 

Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan 

dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan 

Retribusi. 

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dari penundaan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek 

Pajak atau Objek Retribusi. 

Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi: 

a. Wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis 

yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang 

dapat dipersamakan atau operasiona! kegiatan tidak raendatangkan 

laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi, 

b. Wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dan 

c. Wajio pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak 

mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi. 

Kondisi Objek Pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan 

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, 

meliputi: 

a. Objek Pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, 

tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor, 

b. Objek Pajak dan retribusi terkena bencana non alara merupakan 

bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus 

pandemic yang menyerang manusia, 

c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan 

wabah, 

d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi 

ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi, 

dan/atau 

e. Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kota.
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Bag ian Kedua 

B e n t u k Pemberian Ker inganan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan 

Pajak dan Retr ibus i Daerah 

Pasa l 9 

(1) Wal i Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retr ibus i 

dapat member ikan ker inganan, pengurangan, pemb ihasan , den 

penundeian pembayaran Pajak dan Retr ibus i Daerah dengen 

memperhat ikan kondis i Wajib Pajeik a t au Wajib Retr ibus i dan/a tau Objek 

Pajak a tau Objek Retr ibus i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 8 ayat (3) 

dan ayat (4). 

(2) Permohonan pengurangem, ker inganan, dan pembebasan pajak 

sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) d ia jukan terhadap pajeik dan 

retr ibusi yang telah ditetapkan da lam S K P D , SPPT, S K P D K B , S K P D K B T , 

STPD, S K R D , S K R D K B , S K R D K B T , S T R D a t au dokumen la in yarjig 

dipersameikan. 

Pasa l 10 

(1) Ker inganan Pajak dan Retr ibus i diberikem da lam bentuk: 

a . penghapusan s a n k s i administrati f ; 

b. angsuran pembayaran pajak daerah a tau retr ibusi daerah palii^g 

banyak 6 (enam) ka l i ; a t au 

c. penundaan pembayaran pajeik daeredi dan retr ibusi daerah palir|g 

banyeik 3 (tiga) bu lan . 

(2) Pemberian ker inganan sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) h u r u f 

dan h u m f c disertai dengem bunga sebeseir 1 % (satu ptersen) setie[p 

bu lan 

(3) Penguraagan pajeik dem retr ibus i d iber ikan da lam bentuk pengurangejn 

pokok pajak daerah a tau retr ibus i daerah. 

(4) Pembebeisan pajak diber ikan da lam bentuk pembebasem deiri pengenae(n 

pokok pajak daerah a tau retr ibus i daerah. 

(5) Pembebeisan denda pajak daerah dan renribusi daerah diber ikan d a l a n 

bentuk pembebasan deiri j u m l a h dendei pajak daerah (dan retribu)si 

daerah. 

- Gi. 

Bagian Kedua | 

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dari Penundaan 

Pajak dan Retribusi Daerah 

Pasal 9 

(1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 

dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan 

memperaatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek 

Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

dan ayat (4). 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak 

sebagairrana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan 

retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Pasal 10 

(1) Keringanan Pajak dan Retribusi diberikan dalam bentuk: 

a. penghapusan sanksi administratif, | 

b. angsuran pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah paling 

banyak 6 (enam) kali, atau 

C. penundaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah paling 

banyak 3 (tiga) bulan. 

(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan huruf c disertai dengan bunga sebesar 14» (satu persen) setiap 

bulan 

(3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan 

pokok pajak daerah atau retribusi daerah. 

(4) Pembebasan pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pesanan 

pokok pajak daerah atau retribusi daerah. 

(5) Pembebasan denda pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam 

Taman bentuk pembebasan dari jumlah denda pajak daerah dan retribusi 
DAERAH V 

saga | daerah. 
mM 

ASISTEN 

SEIDA / 
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Pasa l 11 

(1) Permohonan ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

h a r u s d i sampa ikan da lam j a n g k a w a k t u paling l ama 90 (sembilan puluh) 

ha r i sejeik tanggal d i ter imanya S K P D , SPIPT, S K P D K B , S K P D K B T , STPD , 

S K R D , S K R D K B , S K R D K B T , S T R D a tau dokumen la in yang d ipersamakan, 

(2) S K P D , SPPT, S K P D K B , S K P D K B T , S T P D , S K R D , S K R D K B , S K R D K B T , 

S T R D a tau dokumen la in yang d ipersamakan yang telah d ia jukan 

permohonan ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaa|n 

pembayeiran t idak dapat d ia jukan kembal i pada t a h u n yang siama. 

(3) Apabi la j angka w a k t u sebagaimana dima]<;sud pada ayat (1) ter lampai i i , 

permohonan ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

Pajak dan/a tau Retr ibus i ditolak, kecua l i ada persetujuan da i i Wal i Kota. 

Pasa l 12 

(1) Kondis i Wajib pajak sebagimana d imaksud da lam Pasa l 8 ayat (3), u n t u k 

P B B - P 2 dapat diber ikan ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran dimi l ik i , d i kuasa i dan/a tau d imanfaatkan, yarig 

meliputi: 

a . Wajib Pajak orang pribadi berpenghasi lan rendah yang n i la i j ua ln } 

meningkat akibat adanya p e m b a i g u n a n a tau perkembangan 

l ingkungan; 

b. waj it* pajak orang pribadi yang pengbasi lannya semata-mata beras^l 

dar i ]pensiunan, sehingga kewaj iban pembayaran sul i t diptmuhi. 

c. wajih* pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembel 

kemcTdekaan t e rmasuk j anda/dudanya yang pengbasi lannya semath-

mata berasal dar i veteran, sehingga. kewaj iban pembayaran sul i t 

d ipenuhi . 

d. B a d a n u n t u k kepentingam pendidikan; 

e. B a d a n u n t u k kepentingan sosial ; 

f. B a d a n u n t u k kepentingan agama; 

g. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian berdasarkan lapora|n 

keuangan t a h u n berjalan; 

h . Kebi jakan da lam rangka peringatan ha r i besar nas ional a t au ha r i b e s i r 

keagamaan serta mendukung kebi jakan pemerinteh dan/a t^u 

pemtirintah daerah; 
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Pasal 11 

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, 

STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan 

permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dari penundaan 

pembayaran tidak dapat diajukan kembali pada tahun yang sama. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, 

permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

Pajak dan/atau Retribusi ditolak, kecuali ada persetujuan dari Wali Kota. 

Pasal 12 

Kondisi Wajib pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk 

PBB-P2 dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan, yang 

meliputi: 

a. Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan rendah yang nilai jualnya 

meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan 

lingkungan, 

b. wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal 

dari pensiunan, sehingga kewajiban pernbayaran sulit dipenuhi. 

Cc. wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela 

kemerdekaan termasuk janda/dudanya yang penghasilannya semata- 

mata berasal dari veteran, sehingga kewajiban pembayaran sulit 

diperiuhi. | 

d. Badan untuk kepentingan pendidikan, | 

e. Badan untuk kepentingan sosial, 

f. Badan untuk kepentingan agama, 

g. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian berdasarkan laporan 
| 

keuangan tahun berjalan, 

h. Kebijakan dalam rangka peringatan hari besar nasional atau hari besar 

keagamaan serta mendukung kebijakan pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah,
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i . Keb i jakan Pemerintah Daerah da lam rangka s t imu lus ekonomi a t aupun 

sebab kena ikan penyesuaian n i la i Pajak:; dan/atau 

j . Wajib Pajak orang pribadi dengan s ta tus t idak mampu . 

(2) Pemberian ker inganan, pengurangam, pembebasan dan penundaajn 

pembayairan atas P B B - P 2 terutamg. 

Pasa l 13 

Kondis i Wajib pajak sebagimana d imaksud da lam Pasa l 8 ayat (3), u n t u k 

B P H T B dapat d iber ikan ker inganan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran dimi l ik i , d ikuasa i dan/a tau d imanfaatkan, yarig 

mel iputi : 

£1. Kondis i tertentu wajib pajak: 

1. B a d a n Korps Pegawai Negeri Republ ik Indonesia, A s u r a n s i Sosia l 

Angkatan Bersenjata Republ ik Indonesia a t au yayasan sejenis yarig 

memperoleh h a k atas t anah a t au bangjunan dalam rangka pengadaan 

pe rumahan bagi anggota; 

2. orang pribadi dengan s ta tus t idak m a m p u ; 

3 . orang pribadi a tau B a d a n yang raemperoleh hak ba ru untUk 

kepejTiilikan pertama dan telah menguasai temah dan/a tau bangunapi 

secara f is ik lebih dar i 20 (dua puluh) t a h u n yang dibukitikan dengan 

sura t pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dar i p ihak yang 

berwenang; 

4. orang pribadi dengan s ta tus t idak m a m p u yang mener ima h ibah/war is 

dar i orang pribadi yang mempunya i hubungan keluarga sedarah da lam 

garis k e tu runan l u r u s sa tu derajat keeitas a t au sa tu derajat kebawa^i; 

dan 

5. orang pribadi a t au B a d a n yang memperoleh h a k ka r ena konversi ata|u 

perbuatan h u k u m la in dengan adanya perubahan nama . 

b. Kondis i tertentu Objek Pajak: 

1. yang merupakan program pemerintah, an ta ra la in ; 

a) ndokasi bencana; 

b) Reformasi agrar ia; dan/a tau 

c) Program pemerintah la innya . 
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i. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun 

sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak: dan/atau 

j- Wajib Pajak orang pribadi dengan status tidak mampu. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan 

pembayaran atas PBB-P2 terutang. 

Pasal 13 

Kondisi Wajib pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk 

BPHTB dapat diberikan keringanan, perigurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan, yang 

meliputi: 

a. Kondisi tertentu wajib pajak: 

1. Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Asuransi Sosial 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yayasan sejenis yang 

memperoleh hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan 

perumahan bagi anggota, 

2. orang pribadi dengan status tidak mampu, 

3. orang pribadi atau Badan yang rnemperoleh hak baru untuk 

kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan 

secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pihak yang 

berwenang: | 

4. orang pribadi dengan status tidak mampu yang menerima hibah/ waris 

dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah: 

dan 

5. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak karena konversi atau 

perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama. 

b. Kondisi tertentu Objek Pajak: 

1. yang merupakan program pemerintah, antara lain, 

a) relokasi bencana, 

b) Reformasi agraria, dan/atau 

c) Program pemerintah lainnya.
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2. yang merupakan tanah dan a tau bangunan d igunakan u n t u k 

kepentingan sosia l yang semata-mata t idak u n t u k mencar i 

keur i tungan; 

3 . yang merupakan t anah dan a tau bangunan d igunakan u n t d k 

kepentingan pendidikan a tau keagaraaan yang semata-mata tidajk 

u n t u k mencar i keuntungan; 

4. yang merupakan cagar budaya; dan 

5. yang menjadi objek waka f yang mi jmbutuhkan pemindahan hajk 

terle oih d a h u l u sebelum d iwaka lkan . 

Pasa l 14 

(1) Pemberi£in pengurangan pembayaran berdasarkan keadaan tertentu 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 13, ya i tu : 

a . kondis i tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjejk 

pa ja l : ya i tu : 

1. Objek Pajak dan/a tau Wajib Pajak Orang Pribadi : 

a) veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaah, 

pener ima tanda j a s a bintang gerilya, a t au j a n d a dudany 

diber ikan pengurangan sebesar 5 0 % (l ima p u l u h peirsen); 

b) berupa l ahan pertanian yang dimanfaatkan u n t u k pertaniah 

produkti f da lam rangka mendukung ke tahanan pangan 

diber ikan pengurangan paling banyak 3 0 % (tiga pu luh persen); 

c) yang penghasi lannya semata-mata dar i pens iunan 

ASN/TNI/Polr i a t au j anda/dudanya diber ikan pengurangan 

sebesar: 

1) Golongan 1 a t au T a m t a m a dan set ingkatnya, dan Golongan I I 

a t au B i n t a r a a tau yang sederajat d iber ikan pengurangan 

sebesar 4 0 % (empat p u l u h p(;rsen); 

2) Golongan 111 a tau Perwira Pertama a t au y£ing sederajiit 

d iber ikan pengurangan sebesiar 3 0 % (tiga pulubi persen); dan 

3) Golongan IV a tau Perwira Menengah ke ateis a tau yahg 

sederajat d iber ikan pengurangan sebesar 20% (dua pulu|h 

persen). PERANGKAT 

DMERAH 

HUKUM 

ASISSTEM 

2: Is 

yang merupakan tanah dan atau bangunan digurakan untuk 

kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari 

keuritungan, 

yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk 

kepentingan pendidikan atau keagaraaan yang semata-mata tidak 

untuk mencari keuntungan, 

yang merupakan cagar budaya, dan 

yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan pemindahan hak 

terleoih dahulu sebelum diwakafkan. 

Pasal 14 

(1) Pemberian pengurangan pembayaran berdasarkan keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu: 

a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek 

pajak: yaitu: 

1. Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi: 

a| veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 

penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya 

diberikan pengurangan sebesar 50Y6 (lima puluh persen), 

bi berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk pertanian 

produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan 

diberikan pengurangan paling banyak 30”6 (tiga puluh persen 

ASN/TNI/Polri atau janda/dudanya diberikan pengurangan 

c) yang penghasilannya semata-mata dari pensiun 

sebesar: 

1) Golongan | atau Tamtama dan setingkatnya, dan Golongan II 

atau Bintara atau yang sederajat diberikan pengurangan 

sebesar 40Y6 (empat puluh persen), 

2) Golongan III atau Perwira Pertama atau yang sederajat 

diberikan pengurangan sebesar 306 (tiga puluh persen), dan 

3) Golongan IV atau Perwira Menengah ke atas atau yang 

sederajat diberikan pengurangan sebesar 204» (dua puluh 

persen).
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d) man tan Presiden dan Wak i l Presiden Republ ik Indoneski , 

man tan Gubernur dan Wak i l Gubernur , man tan V/ali Kota dan 

Wak i l Wal i Kota a tau j anda/dudanya diber ikan pengurangan 

sebesar 3 5 % (tiga p u l u h l ima persen); 

e) yang kesu l i tan memenuhi kewaj iban pa jaknya ka r ena 

berpenghasi lan rendah diber ikan pengurangan sebesar 50^0 

( l ima p u l u h persen); 

f) yang mengalami kena ikan ketetapan pajak sebagai ber ikut: 

1) lebih dar i 5 0 % ( l ima p u l u h persen) sampai dengan 100% 

(seratus persen) sebagai akibat penyesuaian S t imu lus dan 

penyesuaian N J O P diberik£in pengurangan sebesar lOVo 

(sepuluh persen); 

2) lebih dar i 100% (seratus persen) sampa i dengem 2 0 0 % (dua 

ra tus persen) sebagai akibat penyesuaian S t imu lus dan 

penyesuaian N J O P diber ikan pengurangan sebesar 2 0 % (dua 

p u l u h persen); 

3) lebih dar i 2 0 0 % (dua ra tus persen) sampa i disngan 300 % 

(tiga ra tus persen) sebagai akibat penyesuaian S t imu lus dan 

penyesuaian N J O P d iber ikan pengurangan sebesar 2 5 % (du|a 

p u l u h l ima persen); dan 

4) lebih dar i 300 (tiga ra tus persen) sebagai akibat penyesuaiab 

S t imu lus dan penyesuaian NJOP , d iber ikan pengurangajn 

sebesar 3 0 % (tiga p u l u h persen), 

2. Waj ib Paj ak B a d a n : 

a) yang mengalami kerug ian dan Icesulitan l ikuid i tas pada tahujn 

pajak sebe lumnya berdasarkan laporan keuangan perusahaan , 

sehingga t idak dapat memenuhi kewaj iban ru t in diberikajn 

pengurangan sebesar 2 5 % (dua j j u l u h l ima persen):: dan 

bi yang bergerak di bidang sosial , keagamaan, pendidikan formajl, 

dan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah a tau swastja 

d iber ikan pengurangan sebesar !50% (l ima p u l u h ptsrsen), 

Objek Pajak terkena bencana a l am a tau sebab la in yang terdampalk 

r ingan diber ikan pengurangan sebesar pal ing banyak 25'/o (dua p u l u h 

l ima persen) dar i pajak terutang t a h u n Ijerjalan; dan 

- 1 

d) mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 

mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, mantan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota atau janda/dudanya diberikan pengurangan 

sebesar 35Y6 (tiga puluh lima persen), 

e) yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya karena 

berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 50x 

(lima puluh persen), 

f) yang mengalami kenaikan ketetapan pajak sebagai berikut: 

1) lebih dari 5095 (lima puluh persen) sampai dengan 10046 

(seratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan 

penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 104: 

(sepuluh persen), 

2) lebih dari 10096 (seratus persen) sampai dengan 200” (dua 

ratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan 

penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 20x (dua 

puluh persen), 

3) lebih dari 200” (dua ratus persen) sampai dengan 300 Y 

(tiga ratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan 

penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 2545 (dua 

puluh lima persen), dan 

4) lebih dari 300 (tiga ratus persen) sebagai akibat penyesuaian 

Stimulus dan penyesuaian NJOP, diberikan pengurangan 

sebesar 306 (tiga puluh persen), 

2. Wajib Pajak Badan: | 

a| yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun 

pajak sebelumnya berdasarkan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan 

pengurangan sebesar 25Yo (dua puluh lima persen). dan 

b| yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan formal, 

dan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta 

diberikan pengurangan sebesar 506 (lima puluh persen), | 

b. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang terdamp 

ringan diberikan pengurangan sebesar paling banyak 25”6 (dua puluh 
PERANGKAT 

HUKUM 

ASISTEN 

SEKDA 

na , lima persen) dari pajak terutang tahun berjalan, dan 
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c. Objek Pajak terkena bencana a lam atau. sebab la in yang luar b iasa dah 

terdampak bencana berat d iber ikan pengurangan sesbesar 100% 

(seratus persen) dar i pajak terutang t a h u n berjalan. 

(2) Pemberiein ker inganan, pengurangan, pembebasan dan penundaajn 

pembayaran berdasarkan pert imbangan a tau keadaan tertentu untujk 

objek B e a Perolehan H a k atas T a n a h dan Bangunein, ya i tu : 

a . Wajit) Pajak orang pribadi yang memperoleh h a k b a r u mela lui prograiin 

pemerintah di bidang per tanahan yang t e rmasuk masj^arakat t idak 

m a m p u serta berpenghasi lan rendi ih yang d ibukt ikan dengan 

keterangan dar i Pejabat Pemerintah Daerah, diber ikan ker inganan 

pengurangan, dan pembebasan sesua i dengan ketentui in peraturajn 

perundang-undangan; 

b. Wajit) Pajak orang pribadi yang mener ima H ibah dar i (jrang pr ibadi 

yang mempunya i hubungan ke luarga sedarah da lam gar is k e t u r u n a n 

lu rus sa tu derajat keatas a tau s a t u derajat kebawah yang merupakan 

wajib pajak t idak m a m p u dan berpenghasi lan rendah yang d ibukt ikan 

deng.m keterangan dar i Pejabat Pemerintah Daerah, d iber ikan 

pengurangan pal ing banyak 5 0 % ( l ima pu luh persen) dar i Pajak 

Terutang; 

c. Wajit) Pajak orang pribadi yang mener ima War is a t au H ibah Wasiat dajn 

merupakam wajib pajaik t idak maimpu dan berpenghasilan rendaih yang 

d ibukt ikan dengan keterangan dairi Pejabat Pemerintah Daerah dan 

Sura l : Keterangan War is a t au A k t a War i s yang d ike luarkan oleh pejabait 

yang berwenang, d iber ikan pengurangan paling banyak 5 0 % (limja 

p u l u h persen) dar i Pajak Terutang; 

d. Wajit) Pajak berdasarkan pert imbangan kemampuan membayar pajajk 

dengiin sebab tertentu yang memperoleh hak atas tanah sebagid 

pengj^anti atas t anah yang dibebaskan oleh PemerintaJi/Pemerintah 

Daerah u n t u k kepentingan u m u m dapgit d iber ikan pengurangan pal ing 

banyak 3 0 % (tiga p u l u h persen) dar i pajak terutang; 

e. Wajit) Pajak orang pribadi yang memjjeroleh h a k atas ranah karenla 

adanya tukar menukar dan berdasarkan pert imbangan kemampuan 

membayar pajak terutang serta berpenghasi lan rendah yang d ibukt ikan 

dengiin keterangan dar i Pejabat Pemer intah Daerah dapat d iber ikan 

pengarangan sebesar pal ing banyak 2 5 % (dua p u l u h l ima persen) daf-i 

pajaF: terutang; a t au 
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Objek Pajak terkena bencana alam atau. sebab lain yang luar biasa d 

terdampak bencana berat diberikan pengurangan sebesar 10046 

(seratus persen) dari pajak terutang tahun berjalan. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan 

pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk 

objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program 

pemerintah di bidang pertanahan yang termasuk masvarakat tidak 

mampu serta berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan 

keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan keringanan, 

pengurangan, dan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi 

yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah yang merupakan 

wajib pajak tidak mampu dan berpenghasilan rendah yang dibuktikan 

dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan 

pengurangan paling banyak 50 (lima puluh persen) dari Pajak 

Terutang, 

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Waris atau Hibah Wasiat dan 

merupakan wajib pajak tidak mampu dan berpenghasilan rendah yang 

dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah d 

Surat Keterangan Waris atau Akta Waris yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang, diberikan pengurangan paling banyak 50 (lima 

puluh persen) dari Pajak Terutang, 

Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar paja 

dengan sebab tertentu yang memperoleh hak atas tanah sebagai 

pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan umum dapat diberikan pengurangan paling 

banyak 30Y4 (tiga puluh persen) dari pajak terutang, 

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas ranah karena 

adanya tukar menukar dan berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar pajak terutang serta berpenghasilan rendah yang dibuktikan 

dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah dapat diberikan 

pengarangan sebesar paling banyak 25” (dua puluh lima persen) dari 

pajak: terutang, atau
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f. Perol<han h a k atas tanah dan/a tau bangunan oleh yayasan yang 

d igunakan u n t u k kepentingan sosia l Eitau pendidikan, 3'̂ ang semata-

m a t a t idak u n t u k mencar i keuntungan, an ta ra la in u n t u k pan i i 

a suh im , panti jompo, r u m a h ya t im piatu, sekolah, r u m a h saki t swas ta 

mi l ik ins t i tus i pe layanan sosia l masyarakat , d iber ikan penguranga i 

pal ing banyak 2 5 % (dua p u l u h l ima persen). 

(3) Pemberian ker inganan, pengurangan, j iembebasan, dan penundaab 

pembayaran berdasarkan pert imbangan atgiu keadaan tertentu u n t u k j en i s 

Pajgik Daerah l a innya seteleih memenuhi pei-syaratan yang d i tentukan. 

I 

Pasa l 15 

(1) Pemberigri ker inganan, pengurangan, f iembebasan, dan penundaaa 

pembayaran berdasarkan pertimbanggm atgiu keadaan tertentu u n t u k j en i s 

Retr ibusi Daerah setelah memenuhi persyaj-atan yang ditentulcan. 

(:2) Pemberigm ker inganan da lam bentuk p tmbebasan atas denda/sanks i 

berdasarkan pert imbangan a tau keadagui tertentu u n t u k j en i s Pajajc 

Daerah cian Retr ibus i setelah memenuhi persyaratan yang d i t imtukan. 

(3) Permohonan yang t idak memenuh i persyaratan t idak dianggap sebagbi 

permohonan dan t idak dapat dipert imbangkan u n t u k diber ikan 

ker inganan, pengurgmggin, pembebasan, dan penundaan pembayaran. 

(4) Permohonan yang t idak dapat dipert imbangkan sebagaimana dimaksujd 

pada ayat (3) h a r u s d iber i tahukan kepada pemohon mislalui kepal 

perangkgit daerah pemungut pajak a tau pemungut retr ibusi . 

Bag ian Ketiga 

Prosedur dgin Persyaratan pemberian Ker inganan, Pengurangan, Pembebasari 

dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan Retr ibus i Daei-ah dan/a tau 

s a n k s i n y a 

Pasa l 16 

(1) Pemohon mengajukan permohonan ker inganan, ]3engurangan, 

pembebasan dan penundaan Pajak dan E:etribusi Daerah secara tertul is 

kepada Wal i Kota mela lu i Perangkat Daerah yang menj^elenggarakan 

u r u s a n pemerintahan dibidgmg pendapatgm u n t u k Pajak Daerah a t au 

Perangkgit Daerah pemungut Retr ibus i u n t u k Retr ibus i Daera l i . 
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Prosedur dan Persyaratan pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan 
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f. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang 

digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, yang semata- 

mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk pemti 

asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta 

milik institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan 

paling banyak 2546 (dua puluh lima persen). 

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk jenis 

Pajak Daerah lainnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 15 

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk desa 

Retribusi Daerah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. | 

Pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan atas denda/sanksi 

berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk jenis Pajak 

Daerah can Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. | 
| 

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai 

permohonan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan 

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran. 

Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus diberitahukan kepada pemohon melalui kepala 

perangkat daerah pemungut pajak atau pernungut retribusi. 

Bagian Ketiga 

dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan Retribusi Daerah dan/ata 

(1) 

sanksinya 

Pasal 16 

Pemohor: mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tertulis 

kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak Daerah atau 

Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah. |
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(2) Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d ia jukan secara: 

a . Persecrangan; a t a u 

b. Kolektif. 

(3) Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan secaija 

tertul is a t aupun mela lu i s istem elektroni l : d i lampir i dengan persyaratan 

adminis t ras i . 

(4) Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia jukan dalam jangkja 

w a k t u pgiling lama: 

a . 3 (tiga) bu lan sejcik tanggal d i ter imanya S K P D a t au S K R D ; 

b. sejak d i ter imanya SPPT a tau 3 (tiga) bu lan sejak tanggal j a t u h tempjo 

SPPT; 

c. 3 (tiga) bu lan sejak tanggal d i ter imanya STPD a tau S T R D ; dan/a tau 

d. 1 (sai:u) bu lan sejak d i ter imanya Sura t Keputusan Keberatan. 

(5) Apabi la da lam j a n g k a w a k t u sebagaimjina d imaksud pada ayat (4) 

ter lampaui , pengajuan permohonan ker inganan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retr ibus i Dae rah 

d inya takan da luarsa , kecua l i Wajib Pajak a tau Wajib Retr ibus i dapjit 

m e n u n j u k k a n bahwa terjadi bencana a lam, bencana non a lam, a t au sebab 

tertentu sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 8 ayat (4) h u r u f a , h u r u f 1(), 

dan h u r u f c. 

Pasa l 17 

(1) Persyaratan admin is t ras i sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 16 ayat [̂ ) 

terdir i a tas : 

a . permohonan d ia jukan secara tertul is da lam bahasa Indonesia dajn 

ditandatangani oleh Wajib Pajak a tau Wajib Retr ibus i dengan diserbd 

a l a san yang je las ; 

b. permohonan yang d ia jukan secara kolekti f d i tandatangani oleh oraijg 

yang diber ikan k u a s a yang d ibukt ikan dengan sura t kuas i i ; 

c. fotocopy identitas pemohon yang m a s i h ber laku; 

d. fotocopy S K P D , S K R D , SPPT, STPD , S T R D a t au dokumen la in yarjg 

d ipersamakan; 

e. fotocopy K T P pengurus dan/a tau pemegang s a h a m u n t u k B a d a n ; 
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara: 

a. Perseorangan, atau 

b. Kolektif. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 

tertulis ataupun melalui sistem elektronik dilampiri dengan persyaratan 

administrasi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka 

waktu paling lama: 

a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD atau SKRD, 

b. sejak diterimanya SPPT atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo 

SPPT: 

c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD, dan/atau 

d. 1 (saru) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan. 

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terlampaui, pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat 

menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alarn, atau sebab 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf b, 

dan huruf c. 

Pasal 17 | 

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat & 

terdiri atas: 

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan disertai 

alasan yang jelas, 

b. permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani oleh orang 

yang diberikan kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa, 

c. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku, 

d. fotocopy SKPD, SKRD, SPPT, STPD, STRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, 

e. fotocopy KTP pengurus dan/atau pemegang saham untuk Badan,
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f. fotocopy laporan keuangan a t au bentuk; la in yang dipersa;makan t a h u n 

sebe lumnya u n t u k orang pribadi yang memi l ik i u s a l i a dan/a tau 

B a d a n ; 

g. fotocopy anggaran dasar dan anggaran r u m a h tangga bagi B a d a n 

H u k u m ; 

h . dokumen pendukung seperti Su ra t Keterangan tercantum da lam Da ta 

Terpaidu Kesejahteraan Sosia l (DTKS) , Kepu tusan Pens iun, P u t u s a n 

Pail it ; 

i . t idak memi l ik i tunggakan sebelumnygi atas Objek Pajak dan objek 

retr ibusi yang d imohonkan; dan 

j . t idak d ia jukan keberatan atas S K P D , SPPT, a t au S K R D yang 

d imol ionkan ker inganan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan 

Retr ibus i Daerah , a t au da lam h a l d ia jukan keberatan, te lsh diterbitkan 

Sura t Keputusan Keberatan dan atas Su ra t Keputusem Keberatan 

d imaksud t idak d ia jukan banding. 

(2) D a l a m bial permohonan d ia jukan oleh b u k a n Wajib Pa ja l : a t au Wajib 

Retribusi. sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, wajib me lampi rkan 

sura t k u a s a . 

(3) D a l a m ha l keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f j telab 

d ia jukan, pemohon t idak dapat menga jukan banding atas Surg it 

Keputus im Keberatan. 

Pasa l 18 

(1) Perangkgit Daerah pemungut Pajak a tau Retr ibus i Daerah me l akukan 

penelit ian berkas permohonan pal ing l a m a 15 ( l ima belas) h a r i ker ja sejak 

tanggal diter imanya berkas permohonan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 16 

(2) Penelit ian berkas pemohonan sebagaimana d imaksud pada ayat [1] 

d i l akukan u n t u k kelengkapan persyaratan administras i . 

(3) Da l am ha l permohonam t idak memenuhi persyaratan admin is t ras i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2], d i l akukan penolakan dan 

d isampa ikan kepada pemohon. 

(4) Penel it ian berkas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan oleh t im 

yang dibentuk oleh perangkat daerah pemungut pajak a tau retr ibus i 

daerah atas kesesua ian berkas permohonan ker inganan, jDengurangan, 

pembeba san , dan penundaan yang disampgiikan. 
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f. fotocopy laporan keuangan atau bentuk lain yang dipersamakan tahun 

sebelumnya untuk orang pribadi yang memiliki usaha dan/ atau 

Badan: 

g. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi Badan 

Hukum, 

h. dokumen pendukung seperti Surat Keterangan tercantum dalam Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Keputusan Pensiun, Putusan 

Pailit, | 

i. tidak memiliki tunggakan sebelumnya atas Objek Pajak dan dbjek 

retribusi yang dimohonkan, dan | 

J- tidak diajukan keberatan atas SKPD, SPPT, atau SKRD ma 

dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak da 

Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan 

Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan 

dimaksud tidak diajukan banding. | 

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan 

surat kuasa. 

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j telah 

diajukan, pemohon tidak dapat mengajukan banding atas Surat 

Keputusan Keberatan. 

Pasal 18 

Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi Daerah melakuka 

penelitian berkas permohonan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sej 

tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16. | 

Penelitian berkas pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dilakukan untuk kelengkapan persyaratan administrasi. 

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan d 

disampa:kan kepada pemohon. 

Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim 

yang dibentuk oleh perangkat daerah pemungut pajak atau retribusi 

daerah atas kesesuaian berkas permohonan keringanan, pengurangan, 

pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
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(!5) Penelit ian sebagaimana d imaksud pad£i ayat (2) dapat d i l akuka j i 

penin jauan ke lokas i objek dan/a tau meminta dokumen penunjang. 

(()) Has i l penel it ian sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d igunakan sebaggfi 

dasar pembuatan te laaban staf ke Wal i KotJi. 

(7) Te laaban staf sebagaimana d imaksud i )ada ayat (6) sebagai bahah 

pert imbangan Wal i Kota u n t u k mener ima 8.tau menolak permohonan yang 

d isampa ikan . 

Pasa l 19 

(1) KeputusEin Wa l i Kota atas permohonan ker inganan, j jengurangar 

pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retr ibus i daerah diber ikan 

paling l ama 6 (enam) bu lan terhitung sejak tanggal d i ter imanya 

permohonan sebagaimema d imaksud dadaim Pasa l 16 secara lengkap d a i 

benar. 

(2) Keputus£in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat berupa : 

a . mengabulkan sebagian; 

b. mengabulkan se luruhnya ; a tau 

c. menolak. 

(3) Apabi la Wal i Kota mengabulkan permohongin sebagaimana d imaksud pad 

ayat (2) h u r u f a dan h u r u f b, kepu tusan yang diberikam da lam bentujc 

persentase sebagaimana d imaksud pada Pasa l 16. 

(4) Apabi la j angka w a k t u sebagaimana d imal :sud pada ayat (1) ter lampauj , 

dan t idak ada s u a t u keputusan , permohonan dianggap dikabu Ikan . 

(5) Permohonan ker inganan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak 

daerah dan retr ibusi daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berlakp. 

u n t u k 1 (satu) ka l i penetapan da lam m a s a Pajak dan Retr ibus i . 

(6) U n t u k Wajib Pajak dan Wajib Retr ibus i yang memi l ik i lebih dar i 1 (satu 

Objek Pfijak dan Objek Retr ibus i pada j ( ;nis Pajak dan R<riribusi yang 

sama , h a n y a dapat mengajukan permohonan ker inganan, penguramgar., 

pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retr ibusi daerah u n t u k |l 

(satu) Objek Pajak dan Objek Retr ibus i da lam sa tu t ahun . 

(7) Da l am ha l Objek Pajak dan Objek Retr ibus i te lah diberikan ker inganari , 

penguremgan, pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retr ibus i 

Daerah dan telah diterbitkan keputus im ker inganan, j jengurangar 

pembebasan dan penundaan Pajak Daera l i dan Retr ibusi Daerah , Obje c 
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

peninjauan ke lokasi objek dan/atau meminta dokumen penunjang. 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai 

dasar pembuatan telaahan staf ke Wali Kota. 

Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan 

pertimbangan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan yang 

disampaikan. 

Pasal 19 

Keputusan Wali Kota atas permohonan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara lengkap dan 

benar. 

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. mengabulkan sebagian, 

b. mengabulkan seluruhnya, atau 

c. menolak. 

Apabila Wali Kota mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b, keputusan yang diberikan dalam bentuk 

persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 16. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, 

dan tidak ada suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. 

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertaleh 

untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Pajak dan Retribusi. 

Untuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang memiliki lebih dari 1 (satu) 

Objek Pajak dan Objek Retribusi pada jenis Pajak dan Retribusi yang 

sama, hanya dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 1 

(satu) Objek Pajak dan Objek Retribusi dalam satu tahun. 

Dalam hal Objek Pajak dan Objek Retribusi telah diberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dan telah diterbitkan keputusan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek
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Pajak dan Objek Retr ibus i tersebut tidalc dapat d ia jukan permohonaji 

ker inganan, pengurangan, pembebasan dam penundaan lagi pada t a h u i 

yang s a m a wa l aupun permohonan d ia juk im oleh Wajib Pajaik dan Waji 

Retr ibusi yang berbeda. 

(8) Da l am h a l telah diterbitkan kepu tusan ker inganan, iDengurangaii, 

pembebasam dan penundaan, Wajib Pajaik dan Wajib Retr ibus i hairus 

melunas i Pajak dan Retr ibus i terutang yang telah ditetapkan j ia l ing lamba 

6 (enam) bu lan sejak d i terb i tkannya keputusam dain/atau k e p u t u s a i 

tersebut hanya ber laku pada t a h u n yang sama saat diterbitkan keputusan 

(9) Apabi la melampaui w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (8), WajiD 

Pajak dan Wajib Retr ibus i h a r u s mengajukan permohonan ke;mbali dan qi 

proses sebagai permohonan ba ru . 

B A B I I I 

I N S E N T I F F I S K A L ATAS P A J A K DAN R E T R I B U S I 

Pasa l 20 

(1) Dadam mendukung kebi jakan kemudahan berinvestasi , Wal i Kota dap 

memberiltcam insent i f f i ska l kepada pe laku u s a h a baik berbentuk Bada j i 

m a u p u n u s a h a perorangan di daerah. 
j 

(2) Insent i f l i ska l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa ker inganari , 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 

dan/a tau s a n k s i Pajak dan Retr ibus i . 

(3) Insent i f l i ska l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d iber ikan atals 

permohonan Wajib Pajak dan/a tau Wajib iRetribusi a t au diber ikan secarja 

j aba tan oleh Wal i Kota kepada pe laku u s a h a berdasarkan pertimbangan: 

a . k emampuan membayar Wajib Pajak dan /a tau Wajib Retr i t iusi ; 

b. kondis i tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencanja 

a lam, kebakaram, dan/a tau penyebab la innya yang bsrjadi b u k a i 

karer ia adanya u n s u r kesengajaan yang d i l a k u k a n oleh Wajib Pajak 

dan/a tau p ihak l a in yang ber tu juan u n t u k menghindairi pembayairaa 

Pajak; 

c. u n t u k mendukung dan mel indungi pe laku u s a h a mikro / u l t r a mikro; 

d. u n t u k mendukung kebi jakan Pemerintah Daerah da lam m e n c a p ^ 

program prioritas Daerah ; dan/a tau 
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Pajak dan Objek Retribusi tersebut tidak dapat diajukan permohonan 

keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan lagi pada tahun 

yang sana walaupun permohonan diajukan oleh Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi yang berbeda. 

(8) Dalam hal telah diterbitkan keputusan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penundaan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus 

melunasi Pajak dan Retribusi terutang yang telah ditetapkan paling lambat 

6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan dan/atati keputusan 

tersebut hanya berlaku pada tahun yang sama saat diterbitkan keputusan. 

(9) Apabila melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib 

Pajak dan Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kembali dan di 

proses sebagai permohonan baru. 

BAB III 

INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 20 

(l) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota soo 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha baik berbentuk Badan 

maupun usaha perorangan di daerah. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas takok 

dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara 

jabatan oleh Wali Kota kepada pelaku usaha berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, 

b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana 

alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi buka ka
n 

karera adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran 

Pajak, 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro / ultra mikro, 

program prioritas Daerah, dan/atau 

/ d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
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e. u n t u k mendukung kebi jakan Pemerintah da lam menca.pai prograrji 

prioritas nas iona l . 

(4) Pemberian insent i f f i ska l sebagaimana dimaiksud pada ayat {3) merupaka j i 

kewenanj^an Wal i Kota sesua i dengan kebijaikan Daerah dalam pengelolaap 

keuangan daerah. 

(5) Pemberian insent i f f iskal kepada Wajib Pajak dan/a tau Wejib Retr ibus i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f a dan h u r u f b, d i l akukap 

dengan memperhat ikan faktor: 

a . kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak se lam^ 

2 (dua) t a h u n terakhir ; 

b. kesimambungan u s a h a Wajib Pajak dan/a tau Wajib Retr ibus i ; 

c. kontr ibus i u s a h a dan penanaman modal Wajib Pajak dan/a tau Waj i 

Retr ibus i terhadap perekonomian daerah dan lapangan ker ja di dae ra^ 

yang bersangkutan; dan/a tau 

d. faktor la in yang menjadi pert imbangan Wal i Kota. 

(6) Pemberian insent i f f i ska l kepada Wajib Pajak dan/a tau Wajib Retr ibus i 

pe laku u s a h a mikro dan u l t r a mikro sebagmmana d imaksud pada ayat (2) 

h u r u f c, d i l akukan sesua i dengan kr i ter ia u s a h a mikro dan u l t r a mikrp 

da lam pera turan perundang-undangan di bidang u s a h a mikro , kec i 

menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insent i f f iskal kepada Wajib Pajak dan/a tau Wajib Retr ibus i 

sebagaimama d imaksud pada ayat (3) h u r u f d, d i sesua ikan dengan prioritas 

Daerah yang t e rcantum da lam rencana pembangunan j angka menengali 

Daerah . 

(8) Pemberian insent i f fisked kepada Wajib Pajak dan/a tau We j i b Retribui^i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u m f e d i l akukan da lam rangka 

percepat£in penyelesaian proyek strategis nas ional . 

B A B IV 

K E T E N T U A N PERAL][HAN 

Pasa l 2 1 

Pada saat Peraturan Wal i Kota in i m u l a i ber laku, proses permohonan 

yang telah d ia jukan d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan Pera turan W a i 

Knta in i . 
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e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan 

dengan memperhatikan faktor: | 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 

2 (dua) tahun terakhir: 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi: 

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah 

yang bersangkutan, dan/atau 

d. faktor lain yang menjadi pertimbangan Wali Kota. 

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi. 

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan derigan prioritas 

Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menenga 

Daerah. 

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka 

percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, proses permohonan 

yang telah diajukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali 

Kota ini.
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B A B V 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 22 

]?ada saat P s ra tu ran Wal i Kota in i ber laku: 

a . Peraturem Wal i Kota Gorontalo Nomor 27 T a h u n 2012 tentemg T a t a Caha 

Pemberian Pengurangan, Ker inganan D a n Pembebasan Pajak B u m i dj in 

Bangun im Perdesaan dan Perkotaan; 

b. Peraturgin Wal i Kota Gorontalo Nomor 16 T a h u n 2019 tenteing Ta ta Caha 

Pemberian Pengurangan D a n Ker inganan B e a Perolehan H a k Atas T a n s h 

dan Bangunan ; dan 

c. Pasa l 7, pasa l 8, pasa l 10 dan pasa l 11 Peraturan Wal i Kota Gorontalo 

Nomor 12 T a h u n 2022 tentang Peny»;lenggaraan Pa ja l : B u m i D E J I 

Bangunsm Perdesaan D a n Perkotaan. 

dicabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasa l 23 

]?*eraturan V^ali Kota in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

i\gar setiap orang mengetahuinya, memerintgihkan pengundangan Peratur£n 

^'.Vali Kota iv.i dengan penempatannjm da lam B(?rita Daerah Kota Gorontalo. 

/ 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 1 Sente i rber 

WALi: KOTA GORONTAL 

2 0 2 ^ 

/\DHAN D A M B E A 

IDiundangkem di Gorontalo 

pada tanggal I^Sgotember 2025 

S E K R E T A R I S DA f lRAH KOTA GORONTALO, 

ISMAIL M A D J I D 

B E R I T A DA12RAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 17 

PERANGKAT 
DAERAH 

HUKUNE 

ASISTEN 

- AG 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku: 

a. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

b. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pemberian Pengurangan Dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, dan 

c. Pasal 7, pasal 8, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. | 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 23 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 1 Senterber 2025 

WALI KOTA GORONTALO, r 

as | 

L — ADHAN DAMBEA 

Diundangkan di Gorontalo 

ptember 2025 

KOTA GORONTALO, 

pada tanggal 1 

SEKRETARIS D 

ISMAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 17


